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Secara Penuh (mandatory) PDE BC 2.3

4 Mei  2010

Yth. 1. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
2. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
di l ingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Bahwa dalam rangka penerapan secara penuh (mandatory) PDE BC 2.3 sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-2518C12010 tentang Penerapan Secara
Penuh (mandatory) Pertukaran Data Elektronik Pem.beritahuan lmpor Barang Untuk Ditimbun Di Tempat
Penimbunan Berikat, serta untuk menjaga kelancaran pelayanan pengeluaran barang dari Kawasan
Pabean ke Kawasan Berikat, bersama ini kami tegaskan hal-hal sebagai berikut "

1. Dalam hal Penyelenglara dan/atau Pengusaha TPB telah mengajukan pendaftaran registrasi EDI
Kepabeanan (yang dibuktikan dengan tanda terima pengajuan permohonan) namun sampai dengan
tanggal pemberlakuan mandatory PDE BC 2.3 belum mendapatkan nomor register, maka terhadap
Penyelenggara dan/atau Pengusaha TPB dimaksud masih diperkenankan untuk menyampaikan BC
2.3 dengan media disket sampai dengan tanggal 1 Juni 2010.

2. Penanganan terhadap barang rush handling yang dikirim melalui pesawat udara :
a. Penyelenggara dan/atau Pengusaha TPB dapat mengajukan dokumen BC 2.3 dengan tanpa

mengisi nomor dan pos BC 1.1 dengan mengajukan permohonan pre notification BC 2.3 kepada
Kepala Kantor Pengawasan dengan tembusan Kepala Kantor Pembongkaran.

b. Nomor dan tanggal BC 1.1 beserta posnya harus di isikan secara manual pada lembar SPPB-TPB
sebelum diserahkan ke Kantor Pembongkaran.

c. Penyelenggara/Pengusaha Kawasan Berikat bertanggungjawab atas kebenaran pengisian nomor
dan tanggal BC 1.1 beserta posnya yang di isikan secara manual tersebut butir 3.

d. Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean di lakukan setelah pos BC 1.1. ditutup oleh
Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola Manifes sesuai Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai Nomor P-20lBCl200B.

3. Bahwa tata cara pengajuan dokumen BC 2.3 dengan media PDE mengacu pada Peraturan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-2018C12008 dimana harus diajukan oleh Penyelenggara dan/atau
Pengusaha TPB. Dengan demikian Perusahaan Jasa Tit ipan (PJT) t idak diperkenankan lagi
mengajukan dokumen BC 2.3.

Demikian disampaikan untuk di laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
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Tembusan Yth.:
1. Para Pejabat Eselon l l  di l ingkungan
2.  Para Kakanwi ld i  L ingkungan DJBC.
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Kantor Pusat DJBC:


